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BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, Pimpinan Instansi  wajib
melakukan penilaian risiko;

b. bahwa untuk meningkatkan  kualitas
penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dalam rangka mendukung tujuan
Pemerintahan Daerah diperlukan Pedoman
Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan
huruf b tersebut di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;



Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-
Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5597);



sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang  Sistem = Pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan  Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan



Menetapkan:

Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan = Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 261);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 272);

11.Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor
2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur (Berita Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

. Inspektur Daerah adalah wunsur pengawas
pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem
pengendalian intern yang diselenggarakan
secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah
Daerah.

. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat
UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab
melaksanakan pengelolaan risiko.

. Unit Kepatuhan Internal adalah unit kerja yang
bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan
risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah
Daerah dan Perangkat Daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang
mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan
sasaran Perangkat Daerah.

Sisa Risiko adalah risiko setelah
mempertimbangkan pengendalian yang sudah
ada.

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap
risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka
mengestimasi kemungkinan munculnya dan
besaran dampaknya untuk menetapkan level
atau status risiko-nya.

Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan
apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana
sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak
negatif terhadap pencapaian tujuan.

Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya
disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan
pengendalian yang akan dilakukan oleh
Perangkat Daerah.

Komite Pengelola Risiko adalah Komite yang
dibentuk untuk melaksanakan tugas dan
wewenang terkait penerapan pengelolaan risiko
di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti
suatu kegiatan untuk memastikan bahwa
kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau
norma yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian membandingkan
hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan
standar, rencana, atau yang telah ditetapkan
dan menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.



17.

18.

19.

20.

21.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat
Daerah adalah Dokumen  Perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Kebijakan Umum Angggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1
(satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja

daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
a.sebagai acuan yang bersifat umum bagi
pengembangan kebijakan, struktur, dan fungsi
mengelola risiko; dan
b. sebagai sistem dan prosedur pengelolaan risiko di

lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk
memberikan panduan bagi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengelola
risiko, mulai dari risiko strategis Perangkat Daerah

dan risiko kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pengelolaan Risiko;
b. Pelaporan; dan

c. Ketentuan Penutup.

BAB II
PENGELOLAAN RISIKO
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan
atas:
a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

a. pengembangan Budaya Sadar Risiko;



b. pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko; dan

c. penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko
Pasal 6

(1)Pengembangan Budaya Sadar Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai
organisasi Perangkat Daerah.

(2) Pengembangan Budaya Sadar .Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap
pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap
proses pengambilan keputusan diseluruh
tingkatan Perangkat Daerah; dan

c. pembangunan/perbaikan lingkungan
pengendalian yang mendukung penciptaan
Budaya Sadar Risiko.

(3)Bentuk pengembangan Budaya Sadar Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan
keputusan;

b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya
manajemen risiko;

c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang
baik; dan

d. pengintegrasian manajemen risiko dalam

proses organisasi.
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Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko
Pasal 7

(1)Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk
Struktur Pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan
risiko;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator
penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah
Daerah;

c. Komite Pengelola Risiko dan Pimpinan
Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR;

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit
Kepatuhan Internal; dan

e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab
pengawasan.

(2)Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan
risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a berwenang menetapkan arah kebijakan
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator
penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berwenang mengoordinasikan
pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah
Daerah.

(4) Komite Pengelola Risiko dan Pimpinan Perangkat
Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung
jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup
kerjanya.

(5)Asisten  Sekretaris Daerah sebagai Unit
Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan
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pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

(6)Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e berwenang memberikan keyakinan yang
memadai atas penerapan pengelolaan risiko
Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko

Pemerintah Daerah membentuk Komite Pengelola
Risiko.

(2) Komite Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. Bupati sebagai ketua;

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai
koordinator merangkap anggota; dan

c. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai

anggota.

Pasal 9

Komite Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 memiliki tugas:

a.

melakukan pembinaan terhadap pengelolaan
risiko Pemerintah Daerah yang meliputi
sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah
Daerah; dan

. membuat laporan per semester dan tahunan

kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.



12

Pasal 10
UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri
atas:
a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
b. UPR Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
c. UPR Pejabat Administrator dan Pejabat

Pengawas.

Pasal 11
(1)UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki tugas:
a.menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat
Pemerintah Daerah;

b.menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di
tingkat Pemerintah Daerah;

c.melakukan identifikasi dan analisis risiko
terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
strategis Pemerintah Daerah;

d.melakukan  kegiatan penanganan dan
pemantauan risiko hasil identifikasi dan
analisis risiko; dan

e. melakukan penatausahaan proses pengelolaan
risiko.

(2JUPR Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
memiliki tugas:
a.menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada

Perangkat Daerah/unit kerja masing- masing;
b.menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di

tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada

Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing;
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c.melakukan identifikasi dan analisis risiko
terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
strategis Perangkat Daerah/unit kerja;

d.melakukan  kegiatan penanganan dan
pemantauan risiko hasil identifikasi dan
analisis risiko; dan

e. melakukan penatausahaan proses pengelolaan
risiko.
(3) UPR Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c
memiliki tugas:
a.melakukan identifikasi dan analisis risiko
terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
kegiatan;

b.melakukan  kegiatan penanganan dan
pemantauan risiko hasil identifikasi dan
analisis risiko; dan

c. melakukan penatausahaan proses pengelolaan

risiko.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko
Pasal 12

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi:

a. identifikasi kelemahan lingkungan
pengendalian;
penilaian risiko;

kegiatan pengendalian;

po o

informasi dan komunikasi; dan
€. pemantauan.

(2)Proses pengelolaan risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu

siklus berkelanjutan.
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(3)Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu)
tahun.

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu
dengan proses manajemen secara keseluruhan,
menyatu dalam budaya organisasi, dan

disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Pasal 13

(1)Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
diperlukan untuk  menentukan  rencana
penguatan lingkungan pengendalian dalam
mendukung penciptaan budaya sadar risiko dan
pengelolaan risiko.

(2)Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah
dengan cara mengidentifikasi kelemahan-
kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan

pengendalian intern.

Paragraf Kedua
Penilaian Risiko

Pasal 14

(1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk
mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat
pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan
Perangkat Daerah guna merumuskan kegiatan
pengendalian risiko yang diperlukan untuk
memperkecil risiko.

(2) Penilaian risiko dilakukan atas:

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
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b. tujuan strategis Perangkat Daerah/unit kerja;
dan
c. tujuan kegiatan Perangkat Daerah/unit kerja.

(3)Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan RPJMD atau segera setelah
diselesaikannya RPJMD.

(4)Penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan renstra Perangkat Daerah atau
segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat
Daerah.

(5)Penilaian risiko atas tujuan kegiatan Perangkat
Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan
proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau
segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat
Daerah.

(6) Proses periilajan risiko meliputi:

a. penetapan konteks/tujuan;
b. identifikasi risiko; dan

c. analisis risiko.

Paragraf Ketiga
Kegiatan Pengendalian
Pasal 15
(1)Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk
mengimplementasikan rencana tindak
pengendalian RTP.

(2)Implementasi RTP meliputi kegiatan:
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a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang
antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau
prosedur;

b. pelaksanaan  kebijakan dan = prosedur
pengendalian; dan

c. pengendalian fisik atas aset milik daerah.

Paragraf Keempat
Informasi dan Komunikasi
Pasal 16

(1)Informasi dan komunikasi bertujuan untuk

memastikan telah terdapat komunikasi internal

dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan

pengelolaan risiko yaitu:

a.sejak  penilaian kelemahan lingkungan

pengendalian;

b. proses penilaian risiko; dan

c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.
(2)Pemerintah Daerah menggunakan berbagai

bentuk dan sarana informasi dan komunikasi

yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima
Pemantauan
Pasal 17

(1)Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan
bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai
dengan ketentuan.

(2)Pemantauan dilaksanakan oleh Pimpinan secara
berjenjang mulai dari Bupati, Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan
Pejabat Pengawas sesuai dengan ruang lingkup

dan kewenangannya.
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(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko
Pemerintah Daerah oleh kabupaten dapat
didelegasikan kepada Unit Kepatuhan Internal.

(4)Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah
dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah
selaku penanggung  jawab pengawasan
pengelolaan risiko meliputi:

a. audit;
b. reviu;
c. pemantauan;
d. evaluasi; dan

e. pengawasan lainnya.

Pasal 18
Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Bab II, tercantum dalam lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 19
(1)Dalam rangka mendukung akuntabilitas
pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun
laporan pengelolaan risiko.
(2)Laporan  pengelolaan risiko sebagaimana
dimaksud ayat (1) meliputi:
a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR;
dan
c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit
Kepatuhan Internal.
(3)Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun setelah
dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari:
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a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;

b. penilaian risiko strategis Perangkat
Daerah/unit kerja; dan

c. penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.

(4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR.

(5)Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa
dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.

(6)Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan per semester dan tahunan.

(7)Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah,
sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat
Daerah dan tingkat operasional Perangkat
Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pejabat Tinggi
Pratama.

(8)Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit
Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c dilakukan per semester dan

tahunan.

Pasal 20

(1)Laporan  pengelolaan risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

(2)Laporan  pengelolaan risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
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(3) Contoh format pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 tercantum dalam lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal Zé JSunc 2023

Diundangkan di Sampit,
pada tanggal 26 Suw 2023

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023

NOMOR !4



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ! TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

BAB II ' KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelola Risiko

B. Penetapan Struktur Analisis Risiko

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

D. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait dalam
Pengelolaan Risiko

2

Lingkungan Pengendalian dan Penilaian
Risiko

BAB III PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Risiko.
B. Proses Pengelolaan Risiko.

BAB IV PELAPORAN

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko Oleh
UPR

C. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan
Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal Internal.




BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal
13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan
penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan

Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman.
1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
Pemerintah Daerah; dan
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta
memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan
Pemerintahan Daerah.



BAB 11
KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Guna memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan
pengendalian intern, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan
pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat
(cost and benefit) kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko,
struktur pengelola risiko, perkembangan teknologi informasi, serta
dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah
Daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu,
kebijakan pengelolaan risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk
penegasan sistem pengelolaan risiko yang akan diterapkan sekaligus
sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko. Supaya pengendalian
intern yang konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat kebijakan
pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ini, adapun kebijakan
pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkup
Pemerintah Daerah, meliputi:

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko
Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas
tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas)
Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional)
Perangkat Daerah.
1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran

strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen

Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan

oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat

Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah

koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah



Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen
Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat
Daerah). Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan
oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran
manajemennya sebagai UPR Tingkat Eselon II, UPR Tingkat Eselon
III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah
Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang
dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah,
seperti: Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD).
Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat
Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat
Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR
Tingkat Eselon II, UPR Tingkat Eselon III dan IV.
Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis pada Perangkat
Daerah dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala
Bagian/Kepala Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan
Koordinator Teknis pengelolaan risiko operasional dikoordinasikan
oleh Kepala Sub Bagian yang menangani perencanaan pada
Perangkat Daerah.

B. Penetapan Struktur Analisis Risiko

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan

pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam

pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah (Stakeholders)

mengenai aspek-aspek pengelolaan risiko, antara lain meliputi:

1. Sumber Risiko berasal dari Internal dan Eksternal
Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan
perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana
alam, gangguan keamanan, perubahan kondisi politik dan

ekonomi, interaksi dengan pihak di luar pemerintahan.



Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan
dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten,
peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak
jelas, suasana kerja yang tidak kondusif, pengurangan kegiatan
dan pegawai pemerintah, tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai
dan tidak adanya pelatihan pegawai, akses pegawai yang tidak
berwenang terhadap aset yang rawan, kelemahan pengelolaan
pegawai dan ketidaktersediaan dana untuk pembiayaan program
baru atau program lanjutan (Sumber: Penjelasan Pasal 16
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Lampiran
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Bagian II Huruf C
angka 2).

2. Dampak Risiko
Diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang
ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat
pencapaian tujuan terjadi.

3. Pihak yang terkena dampak
Diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut
kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan
pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam
pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria
penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi,
sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang
dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan
memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian
risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:
1. Skala Dampak Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak
risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis
dampak risiko. Sebagai contoh kategori dampak risiko dapat
diilustrasikan sebagai berikut:



Kategorl Dampak Skor Uralan

Sangat signifikan / 4 Pengaruh terhadap pencapaian tujuon
Sangat besar sangat signifikan.

3 . «
signifikan | Besar Pengaruh terhadap pencapaian tujuan

tinggi/signifikan

Kurang signifikan/ : Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
Kecil rendah/kurang signifikan.

I
Tidak signifikan/ Pengaruh terhadap pencapaian tujuan

Sonﬁt kecil tidak signifikan.

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan

menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih  rinci

sebagai berikut:
Kotegori Dampok Skor PSRRI GRREN op
Sangot Tinggl 4 korugian kegeaton terhent negatd, tersebor peianggoran
sangot besar tujuon hdak uas di bonyok serus, terkeno
tercopal media sanksi
Tinggl 3 kerugian kegiatan songat negatil, tersebar i pelonggaran
basor terhombat, beberopa madia serus, sanks
kurang efekt! nasional/iokol tertulis
Rendah ? kerugian kegioton negotil. terdopat pelanggaran
cukup besar terhambaot, pembertoon beasa, sonks
kurong elimen tertulis
sangatl Rendah ! kerugran ada hambotan 0da pemberitoon peionggaran
kecid, kurong kegatan, namun negotd, nomun biosa, sonks:
maoternol tertongon tdak maotenol tequron
N - - R S R T O R D A P RS S oy

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk
menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya
risiko. Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat

diilustrasikan sebagai berikut:




Kategori Dampalk BT Uraiomn
Harnpir pasti terjodi 4 Kemungiinan terjadinya Risiko sangot sering (lebih dari
Sangot sering 70%. atou lebih don 7 kalk dotam 10 Yahun)
Xemunginan besar [ 3 Kemungkinan ternadinya Risko seting {sebesar 41 - 70%
Sernng terjodi atou 4 sd 7 kak dalom 10 tahun)
Kemungkinan kecil/ 2 Kemungiinon terjodinya Risiko rendah/kecil (sebesor 1%
Jarang 40% atou ! sd 4 kali dalom 10 tatwn
Sangot jorang 1 Kemungkinan terjadinya Risiko sangat keci (sebesar 0 -

0% ) atou | kak dalam 10 tahun

Opeorasionol Probabilitas Risiko

Kategori Dompaok Skor

; jon Tunggol Kajodion Berulang

Sangat Sering “ sangat sering.hampir pasti Dapaot terjodi beberapao koh
terjadi (probabititos » 79%) dalom | tghun

sering 3 Sering terjodi (probabiitas » Kemunglinan terjad sekoli
S50% 5.l 76%) dolom 1 tahun

Jarang 2 Kemungkinon terjodimeskipun Kemungkinan terjodi sekoli
keci {probobilitas » 20% sd 50%) dalom 5 - 10 tahun

Sangat 1 Sangot jarang tenad: Kemungiinan terod sekal

Jarang (probobilitos « 20%) datam 10 - 20 tohun

3. Skala Nilai Risiko (Matriks Risiko)

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian
skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan
untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai
dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat
diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima. Contoh
tabel perhitungan Skala Nilai Risiko sebagai berikut:

Kriteria Skala Nilai Risiko

Skg:ﬂlli)lai Kategori Penerimaan Risiko Tindakan
1-4 Rendah Dapat diterima Tidak diperlukan

tindakan
4,01-8 Sedang Diperlukan Disarankan diambil
ngendalian yang | tindakan jika tersedia

| lebih baik sumber daya
801-12 |  Tingsi | Harus menjadi | Diperlukan tindakan
perhatian | untuk mengelola risiko
manajemen




Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan
acceptable/unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks
risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta
kriteria level risiko/risk appetite yang telah ditentukan. Kategori
nilai risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai

berikut:

S | ) Dampikmdnsouuonsi'
Tidak

[ HAIRIES
| ANALISIS RISIKO

Kecil

— =

Hampir pasti

Kemungkinan
DL
Kemungkinan
kecil
Sangat jarang

B Keterangan-m e

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang

Terjadinya
Risiko

Kemungkinan

memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah
dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen
pemerintah daerah. Pada tabel di atas, kategori sangat tinggi
(merah) dan tinggi (jingga) merupakan area yang memiliki sisa
risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang
sangat tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning)
menjadi prioritas berikutnya, sedangkan kategori rendah (biru)
dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat

ditoleransi dan diterima.

D. Waktu, Tahapan, dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko adalah
sebagai berikut:

Tahapan
No Waktu Manajemen Ta.hapan_ 3 Pelaksana Sutpul Tahgpan
B Pengelolaan Risiko Pengelola Risiko
1 | Proses Proses Arahan dari - Komite - Dokumen
penyusunan penyusunan | kebijakan penilaian pengelolaan Arahan dalam
RPJMD (satu RPJMD risiko 5 tahunan. Risiko kebijakan
tahun sebelum Penyusunan Risiko | - Sekda selaku penilaian risiko 5
RPJMD 5 Strategis Pemda koordinator tahunan
tahunan - UPR tingkat - Daftar risiko dan
ditetapkan) Pemda RTP Strategis
Pemda




Tahapan
No Waktu Manajemen P Tahapan Pelaksana Output Tahapan
Pemda engelolaan Risiko Pengelola Risiko
2 | Proses Proses Penyusunan Risiko | - Komite Daftar Risiko dan
penyusunan Penyusunan | Strategis (Entitas) pengelolaan RTP Strategis
Renstra OPD Renstra OPD | OPD Risiko (Entitas OPD)
(Satu tahun - Sekda selaku
sebelum Koordinator
RPJMD 5 - UPR tingkat
Tahunan esselon 1 /
berjalan s.d esselon 2
RPJMD (Kepala
ditetapkan) OPD/SKPD
dan
Kabag/Kabid
OPD
3 | Januari - Mei Penyusunan | Arahan dan Komite Dokumen Arahan
Tahun 20xx-1 RKPD dan kebijakan penilaian | Pengelolaan dan kebijakan
Renja OPD risiko tahunan Risiko penilaian risiko
tahunan
4 | Agustus - Penyusunan | Penyusunan risiko [ - Kepala OPD Daftar Risiko dan
September RKA OPD operasional OPD - Unit Pemilik RTP Operasioanal
Tahun 20xx-1 (Penetapan pengkomunikasian Risiko tingkat | OPD
Rencana Risiko dan RTP esselon 3, 4
sasaran dan OPD
pagu
anggaran per
kegiatan)
5 | Oktober Tahun | Penyusunan | Penyusunan atau - Kepala OPD -Perbaikan RTP
20xx-1 RAPBD, Revisi KSOP, - Komite -KSOP
Perda APBD | pengkomunikasian Pengelolaan -Notulen
perubahan KSOP Risiko pengkomunikasian
- UPR Tingkat -Finalisasi daftar
Pemda, risiko dan RTP
Tingkat
Esselon
- Sekda selaku
koordinator
6 | November - Penyusunan
Desember Rancangan
Tahun 20xx-1 DPA OPD,
dan
Penetapan
DPA OPD
7 | Januari s.d Pelaksanaan | Penyusunan atau - Komite - KSOP
Desember APBD penyempurnaan Pengelolaan - Bukti
Tahun 20xx KSOP (tindak lanjut Risiko Pelaksanaan KSOP
RTP) - UPR Tingkat
Pelaksanaan KSOP Pemda,
Tingkat
esselon 1, 2, 3
dan 4
- Kepala OPD
- Pelaksana
Program dan
Kegiatan
Juni - Juli Penyusunan | Reviu dan - UPR Pemda Daftar Risiko dan
Tahun 20xx KUA PPAS pemutakhiran (Kepala RTP Strategis
(penetapan Risiko strategis Daerah dan Pemda yang
sasaran Pemda Kepala dimutakhirkan
makro dan Catatan: Risiko OPD/SKPD)
pagu strategis Pemda
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Tahapan
No Waktu Manajemen Tahapan' . Pelaksana Output Tah'agan
Pemda Pengelolaan Risiko Pengelola Risiko
anggaran akan direviu dan - Sekda selaku
Pemda) dimutakhirkan koordinator
setiap tahun
Agustus — Penyusunan | Reviu dan - Kepala Daftar Risiko dan
September RKA OPD pemutakhiran Daerah RTP Strategis
Tahun 20xx (Penetapan Risiko Strategis - Sekda selaku | (entitas) OPD
rencana (entitas) OPD koordinator
sasaran & Catatan: Risiko - Unit Pemilik
pagu strategis (entitas) Risiko tingkat
anggaran per | OPD akan direviu ess. 1 dan 2
kegiatan) dan dimutakhirkan (Kepala
setiap tahun OPD/SKPD
dan
Kabag/Kabid
OPD)
8 | Januari- Pelaporan Pelaporan - Kepala Laporan
Februari Tahun | Keuangan Pengelolaan Risiko Daerah pengelolaan Risiko
20xx Reviu APIP Tahun 20xx - Kepala OPD Tahun 20xx
- UPR tingkat
Pemda,
Tingkat
esselon 1 dan
2, tingkat
esselon 3 dan
4
- Unit
Kepatuhan
- Sekda selaku
koordinator
9 | Februari- Evaluasi - Inspektorat Laporan Evaluasi
Maret Tahun Pengelolaan risiko (APIP) Pengelolaan Risiko
20xx+1 oleh APIP

Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan
Intern berbasis risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan
dokumen penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan
sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana
pengawasan atau PKPT berbasis risiko oleh Inspektorat Daerah.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 Pasal 49 ayat (5) dan (6) yang menyatakan bahwa Inspektorat
Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten.

Selain itu dalam daftar uji Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 mengenai identifikasi risiko menyatakan bahwa:
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1. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi
identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah
dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.

2. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan
tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi
Pemerintah yang lebih tinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa:

1. penilaian risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat
Daerah, terutama penilaian risiko pada tingkatan kegiatan pada
pimpinan tingkat menengah; dan

2. Inspektorat selaku APIP di daerah perlu melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

. Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Risiko

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
1) Instansi Pemerintah telah menyusun dan menerapkan aturan

perilaku serta kebijakan lain yang berisi tentang standar

perilaku etis, praktik yang dapat diterima, dan praktik yang
tidak dapat diterima termasuk benturan kepentingan. Hal-hal
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a) Aturan perilaku tersebut sifatnya menyeluruh dan langsung
berkenaan dengan hal-hal seperti pembayaran yang tidak
wajar, kelayakan penggunaan sumber daya, benturan
kepentingan, kegiatan politik pegawai, gratifikasi, dan
penerapan kecermatan profesional.

b) Secara berkala pegawai menandatangani pernyataan
komitmen untuk menerapkan aturan perilaku tersebut.

c) Pegawai memperlihatkan bahwa yang bersangkutan
mengetahui perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat
diterima, hukuman yang akan dikenakan terhadap perilaku
yang tidak dapat diterima dan tindakan yang harus
dilakukan jika yang bersangkutan mengetahui adanya sikap
perilaku yang tidak dapat diterima.

2) Tindakan disiplin yang tepat dilakukan terhadap penyimpangan

atas kebijakan dan prosedur atau atas pelanggaran aturan
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perilaku. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai
berikut:

a)

b)

Pimpinan Instansi Pemerintah mengambil tindakan atas
pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku.
Jenis sanksi dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di
lingkungan Instansi Pemerintah sehingga pegawai
mengetahui  konsekuensi dari penyimpangan dan
pelanggaran yang dilakukan.

2. Identifikasi Risiko
1) Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan

menggunakan mekanisme yang memadai. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a)
b)

g

h)

j)

k)

Risiko dari perkembangan teknologi.

Risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan
badan legislatif, pimpinan Instansi Pemerintah, dan
masyarakat.

Risiko yang timbul dari peraturan perundang-undangan
baru.

Risiko yang timbul dari bencana alam, tindakan kejahatan,
atau tindakan terorisme.

Risiko yang timbul dari perubahan kondisi usaha, politik,
dan ekonomi.

Risiko yang timbul dari rekanan utama.

Risiko yang timbul dari interaksi dengan Instansi
Pemerintah lainnya dan pihak di luar pemerintahan.

Risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan
penguranagn pegawai Instansi Pemerintah.

Risiko yang timbul dari rekayasa ulang proses bisnis
(business process reengineering) atau perancangan ulang
proses operasional sudah dipertimbangkan.

Risiko yang timbul dari gangguan pemrosesan sistem
informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan.

Risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang
didesentralisasi sudah diidentifikasi.
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1) Risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi
pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai sudah
dipertimbangkan.

m) Risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan
atau pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan penting
Instansi Pemerintah.

n) Risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung
jawab pimpinan Instansi Pemerintah.

o) Risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang
terhadap aset yang rawan.

p) Risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai.

q) Risiko yang timbul dari ketidaktersediaan dana untuk
pembiayaan program baru atau program lanjutan.

2) Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah
dilaksanakan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah
sebagai berikut:

a) Risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan,
dan sasaran masa lalu atau keterbatasan anggaran.

b) Risiko yang timbul dari pembiayaan yang tidak memadai,
pelanggaran penggunaan dana, atau ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan di masa lalu.

Risiko melekat pada misi Instansi Pemerintah, program yang

komplek dan penting, serta kegiatan khusus lainnya.
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BAB III
PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Risiko
Struktur Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai

berikut:
Penangggung Jawab
Bupati
Komite Unit Pemilik
Pengelolaan Risiko Tk.
Risiko Pemda
¢ Koordinater
Penyelenggaraan
Pengelola Risiko
o Unit Pemilik Risiko
Tk. Eselon 2
Unit Kepatuhan Sekretaris Daerah
Asisten Sekda/
Unit yang
ditunjuk
r i
! ePenanggungjawab !
! Pengawasan !
! o Unit Pemilik Risiko ‘Tk. |
b | Unit Pemilik Bselon 2 :
i Risiko Tk, Kepala Kepala i
| Eselon 2 Sekwan . Badan Inspektur Daerah i
' Dinas/OPD :
| Daerah !
| !
:" |
1 Kabag Sekretaris, Sekretaris, Kepala| [Sekretaris, t Sekretaris/Irban 1
! pada Bagian Bidang | | UPTD | | Bidang Camal etaris/ |
| Unit Pemilik l
i | RisikoTk !
f 4 {
% perlon S en S::::E Subbag Subbag, Subbag, Subbag :
: Sekda Seksi Sub Bid !
L l

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah

kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Sebagai Kepala

Daerah, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan

proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah. Bupati
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menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk

mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan

Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya,

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan,

melakukan kegiatan antara lain:

a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan
risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;

c. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan

d. melaksanakan kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

. Unit Pengelola Risiko (UPR)

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab

melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun

tanggungjawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas
risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta
melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-
masing;

b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan
kegiatan sehari-hari;

c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja
dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam
unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini
(early warning indicatoy dan sebagai database untuk
memprediksi terjadinya risiko di masa yang akan datang;

d. menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk
dilaporkan kepada Unit Kepatuhan Internal;

e. memberikan masukan kepada Komite Pengelola Risiko tentang
pelaksanaan pengendalian risiko; dan

f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:
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1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah.
Struktur UPR tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:

merangkap anggota

Ketua Bupati, selaku pemilik risiko tingkat
Pemerintah Daerah.
Koordinator Teknis | Kepala  Bappelitbangda, atau unit

lain yang menangani perencanaan

Anggota

Seluruh kepala Perangkat Daerah
(Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
Inspektur, Kepala Dinas, Kepala
Badan, Kepala UPTD Pemerintah
Daerah dan Direktur RSUD, dan

sebagainya).

2) UPR Tingkat Unit Eselon II
Struktur UPR tingkat unit Eselon II, terdiri dari:

merangkap anggota

Ketua Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat
Daerah, selaku pemilik risiko tingkat
Perangkat Daerah.

Koordinator Teknis | Sekretaris Perangkat Daerah /Kepala

Bagian/Bidang yang menangani

perencanaan pada Perangkat Daerah.

Anggota

Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban
pada Perangkat bersangkutan.

3) UPR Tingkat Unit Eselon III dan IV
Struktur UPR tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari:

Ketua

Kepala Bagian/Bidang, selaku

pemilik risiko tingkat kegiatan

Koordinator Teknis

merangkap anggota

Kepala Sub
Bidang/Seksi/
ditunjuk
perencanaan kegiatan pada Perangkat
Daerah

Sub
Pegawai/ Staf yang
untuk

Bagian/

menangani
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Anggota Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub
Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang
yang bersangkutan.

4) Komite Pengelola Risiko

Bupati dapat membentuk Komite Pengelola Risiko, dalam

rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah

Daerah, dengan tugas sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal
terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur
normal;

b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,
supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan
pemerintah daerah; dan

c. membuat laporan per semester dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada
Bupati cq Sekretaris Daerah.

Komite Pengelola Risiko terdiri atas:

a. Bupati sebagai Ketua,;

b. Kepala Bappelitbangda sebagai koordinator merangkap
anggota; dan

c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Komite Pengelola Risiko dapat membentuk tim teknis melalui

Keputusan Bupati.

5) Unit Kepatuhan Internal

Unit Kepatuhan Internal bertanggung jawab memantau

pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak

sebagai Unit Kepatuhan Internal pada Perangkat Daerah.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap

Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai

dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
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Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan

Internal, melakukan kegiatan antara lain:

a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;

b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan
risiko; dan

d. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan
pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada
Bupati cq Sekretaris Daerah.

Unit Kepatuhan Internal dapat membentuk tim teknis dengan
Keputusan Bupati.
6) Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan,

bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi

terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan
tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan
antara lain:

a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan
risiko pada pemerintah daerah;

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah; dan

c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap
rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara
keseluruhan. Efektivitas struktur pengelolaan risiko
dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, Budaya
Sadar Risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan risiko.

B. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan
segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan
sebagai berikut:
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l B

Identifikasi Kelemahan Lingkungan
Pengendalian Intern (1)

I Penilaian Risiko (2) i
I

! A 4
I » Penetapan Konteks/Tujuan f¢——t———»
I ‘ 1

’ _— Identifikasi Risiko v
{
-

Pemantauan (5)

v
I
>I Analisis Risiko |1—i——b

Informasi dan Komunikasi (4)

[ Kegiatan Pengendalian (3) |

«.(

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci
sebagai berikut:
1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern

dapat disajikan sebagai berikut:

Tujuan : Mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan
dalam setiap sub unsur lingkungan
pengendalian intern

Keluaran - Simpulan kondisi lingkungan pengendalian
intern dan kelemahan dalam sub unsur
lingkungan pengendalian intern yang
memerlukan perbaikan

Pelaksana/Pihak | : Tingkat Pemda:

Terkait - Sekda selaku Kooordinator;

- Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala
Daerah dan Kepala OPD/Eselon I dan II);

- Fasilitator

Waktu : - Penyusunan RPJMD
- Direviu /dimutakhirkan setiap tahun pada saat
penyusunan KUA/PPAS

Sumber data g - Reviu dokumen, analisis informasi dari media

utama massa, wawancara dll

- Survei persepsi atas lingkungan pengendalian
intern dengan metode CEE

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan
dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan
pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada pemerintah

daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
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2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi

kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan
dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

Persiapan Penilaian awal Survei terhadap Simpulan

Penilaian atas kelembagaan | lingkungan kelemahan
lingkungan pengendalian lingkungan
pengendalian melalui CEE pengendalian
melalui reviu

; dokumen ‘ .'

Persiapan data | Kajian, reviu atas | Survei persepsi Mendasarkan

dan Kuisioner | kondisi dan pegawai atas kepada dua hasil
kultur instansi kondisi simpulan
berdasarkan hasil | lingkungan sementara yaitu
audit, kajian, pengendalian hasil penilaian
berita, melalui Control awal dan hasil
wawancara, data | Environtment survei persepsi
lainnya Evaluation (CEE)

a. Persiapan Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian

1) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian

urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:

a) laporan hasil

audit pada pemerintah daerah yang

bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja,

dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;

b) hasil

reviu/evaluasi

atas

wajib/pilihan oleh Inspektorat;

penyelenggaraan

urusan

c) hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan

wajib/pilihan Pemerintah Daerah; dan

d) berita

terkait

pelaksanaan

urusan

wajib/pilihan

Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media

massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain

yang relevan.

2) Penyusunan Lembar Kuesioner Survei

Lembar kuisioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas
Kerja Tabulasi Kuesioner (ilustrasi sebagaimana pada form)

Ilustrasi lembar kuisoner dapat disajikan sebagai berikut:
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KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

A. PENGANTAR

Banak,icu yang terhormat, tervTa 4 asin suCal CErTses:a Meng o Bues.ores ry Kuesore i bertujaar ontas
wEoer L3 nlemd: 28N ImMAkugRan untuk mehat «orc bngaungas pengendabar aount instans
Banakslry BMenprgat pent ngyd 2314 0ar cuewsres v dharapean Bapak/ oy mergls ryd cergar SRnar
380 aur sRIuSH cengar kondisi $a31 ind Kamy menam o heranacan derti1as Bapak ity dar rekapas an
LSEUIEr TG3Y Zha MerIant ikan date i Bagak ity wessian

B. IDENTITAS RESPONDEN
Beri ar 13732 w.1ang MU DOw b ars3 s2atrg?
{3 Pejaba St aaturs
2 [0 PegabatFungs onal Temtertu
(T Pepabat fungs onal Lmum Staf

C. PETUNJUK PENG!SIAN

1 1540 3eNERN TRMOE NN LA V- D333 S A0 AT P OTAR { HNAN javealan

(3]

Bacab/ity dagat meramoankan A3ran 37 terw it b3 nghungan pengerIaian $ada 52g a0 At
LB Or et irt

ADIDMI TeT AT D& Ny BTBIN yANF DALY ALIINE G13Y £ 30N INAryAkEn vepata fasinatse

KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

NO PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN

I. | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

A. | Pengembangan Integritas dan Ndai Ftika

L Rronsn me e ar agixadaran dalam na rtegrtas dar eted | 1 (0 T gax Pernah
£2da Urgaan laky wenari-han: P2 Oeang
12 Qsenrg
14 Osea.

b. Penilaian Awal atas Kerentanan Lingkungan Pengendalian
Melalui Reviu Dokumen.
Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah
Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran
permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian.
Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data
yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian, sebagai
contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi
lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara

umum yaitu:

S U
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1l)hasil Audit Kinerja Inspektorat dan Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; dan

2)berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan

lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah Ilustrasi

dapat disajikan sebagai berikut:

Nama Pemerintah Dacrah:
Tahun Penilaian 20XX

Urusan Pemerintahan : Bidang Keschatan
No. | Sumber data Uraian Keloemahan Klasifikasi
a b c d

1 Media massa

2 |LHP BPK No. | -

xxx tanggal

XXX tentang
Hasil
Pemeriksaan
BPK

3 |SK Inspektur
No. Xxx
tanggal xxx
tentang PKPT
Inspektorat

4 |[LHP BPK No. |-
Xxx tanggal
XXX tentang
Hasil

Pemeriksaan

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur lingkungan
pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008.

c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian Melalui Control
Environtment Evaluation (CEE).
Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi
pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan
pengendalian urusan Wajib/Pilihan Pemerintah Daerah. Survei
tersebut dapat menggunakan metode Control Environment

Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas
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pengendalian/ Control Self Assesment (CSA) yang diaplikasikan
pada lingkungan pengendalian. Jika dari hasil survei terdapat
informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat
dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang
memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.
Contoh simpulan kondisi lingkungan Pemerintah Daerah
menurut metode CEE pengendalian intern yang diterapkan
oleh peserta FGD Pemkot XYZ yaitu memadai atau kurang
memadai. Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada
urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan ditemukan
kelemahan lingkungan pengendalian pada sub unsur
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan Sumber Daya Manusia yaitu rekrutmen, retensi,
maupun prosedur pemilihan Sumber Daya Manusia belum
dilakukan dengan baik.
. Simpulan Kelemahan Wajib/Pilihan Lingkungan Pengendalian
Urusan Wajib dan Pilihan.
Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,
selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada
pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja.
Ilustrasi dapat disajikan sebagai Form 2. Pemerintah Daerah
dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan,
untuk mengklarifikasi informasi yang kurang pendalaman
dalam rangka penarikan kesimpulan. Sebagai contoh, simpulan
hasil penilaian lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:
1)Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena

tersangkut kasus hukum.
2)Komitmen Terhadap Kompetensi

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi

dan pengalaman.

b) Kualifikasi dan kompetensi.
3) Kepemimpinan yang Kondusif

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko

yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.
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b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah
belum menyajikan informasi mengenai risiko.
4)Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan Sumber Daya Manusia
a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya
sadar risiko.
b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment
atas pengelolaan risiko.
c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam
perhitungan penghasilan.
d) Anggaran pengembangan Sumber Daya Manusia belum
memadai.
€) Pemerintah Kota XYZ belum memiliki strategi dalam
pemenuhan dan pendistribusian Sumber Daya Manusia.
5)Perwujudan Peran APIP yang Efektif
Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang
dihubungkan dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah
yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit
kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada
Dinas Kesehatan.
Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik,
sedapat mungkin Kabupaten/Kepala Perangkat Daerah diikutkan
dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan
akhir atas kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah
akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan
lingkungan pengendalian. Proses identifikasi kelemahan
lingkungan pengendalian dapat mengacu pada Peraturan Kepala
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment
Evaluation (CEE).
. Penilaian Risiko
Ikhtisar penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut;
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- Menatapkan konteks/tujuan don memilin tujuon yang akan ditakukan
penilgian risiko
Molakukon identifikos risiko dan analisis risko

- Momlop)mn rigiko- risiko yang okan ditangani lebih lanjut (dibangun
RTP-nyo

= Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap- tiop urusan

dan indikotor kinerjanya

- Daftar tujuon/ sasaran strategis (Entitas) OPD

- Doftar tujuon kegioton utoma OPD untuk Hop-iop urusan dan indikator
keluaronnyo

- Kertos Kerja identifikasi Risiko (Daftor Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strotegis

Pemarintah Daerah

- Kertas Kerjo identifikasi Risiko (Dattar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strotegis

(entitas) OPD
- Kerntas Kerjo identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan
Operasional OPD

- Xertos Kerja Hosit Analisis Risiko Uruson Wojib/Pilhon Strategis Pemerintah

Daeroh, Strategis (Entitas) OPD, don Operasionol OPD
- Kertos Kerjo Doftor Risiko Prioritos Urusan Wajib dan Pilinan Strategis
Pemerintah Doerahy, Strategis (Entitas) OFD, dan Operasional OPD

Strategis Pemerintah Daerah

-Sekda seloku Koorgnator

-UPR Permdo (Kepalo Daeroh dan Kepala OPD/SKPD)
Fasditator

Strategis (Entitas) OPD

-Sekdo selaku Koordinator

-UPR Tingkat £5. 1/ 2 (xepala OPD/SKPD dan Kabag/Kobid OPD
-Fosilitator

Operasional OPD

-Kepola OPD

-Unit Permnilik Risike Tingkot £s 3, 4 OPD Fosiktotor

Strategis Pemerintah Doerah

~Penyusunan RPIMD

-Diroviu/ dimutokhirkan setiop tahun podo 500t penyusunan KUA/PPAS
Strategis (Entitas) OPD

~Poda soot penyusunan Renstro OPD

~Direviu/ dimutokhirkon setiop tahun pado soot penyusunan RKA-0PD
Operasional OPD

Podo soat penyusunan RKA-OPD

CSA[FGD

Langkah kerja penilaian risiko urusan wajib/pilihan digambarkan

sebagai berikut:

Mene tapoan
Konteks/ Tujuan
yarng akan
clilakukan
Pendcian rigioo

@& menyiapkan
penidcaian rigiko

. Molakukan onalisis

@ rongidentifikasi ,
" risiko

FiaikO
@& Memvalidasi risiko

@ ruangevaiuasi
pange ndation
yang ada dan
yang dibutuhkan

& renyusun
rRoencana Tindak
Pengendalion RTP
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a. Menetapkan Konteks/Tujuan

1) Penetapan Konteks dan Pemilihan Tujuan yang Akan

Dilakukan Penilaian Risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah
menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan
ditetapkan tujuan pada tingkat strategis Pemerintah

Daerah, tingkat strategis (entitas) Pemerintah Daerah, dan
tingkat operasional Pemerintah Daerah yang selanjutnya
akan dilakukan penilaian risiko-nya. Risiko pada setiap
tingkatan tersebut dapat didentifikasi dan dianalisis dengan
memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan.
Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk
memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja
organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan
pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran,
indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah,
entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah
didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan
Pimpinan Perangkat Daerah. Keterkaitan antara tujuan pada
masing-masing unit Kkerja

(organisasi) dengan tingkat

penilaian risiko disajikan sebagai berikut:

ORGANISASI SUMBER TUJUAN & INDIKATOR ngggn
UNIT KERJA DATA SASARAN KINERJA RISIKO
Penilaian
; Indikator Risiko
T;g::;? Kinerja Strategis
DABRAH || RPIMD Strategis |E5)|  GERON Wagiby Piihan
Pegx;;zhtah Pemerintah pada
Daerah Pemerintah
l, Daerah
Indikator
] Kinerja Penilaian
Tujuan & ..
Renstra Sasaran Risiko
QFD E> OFD 1,2,3, Ssisaat‘;a?s |:> Strategis Strategis
dst (entitas) gOPD (entitas) (entitas) OPD
OPD 1,2,3, 1,2.3, dst
dst
Renja/RKA Tujuan & Indikator i s
s :> SKPD OPD Sasaran E> Kinerja Pe;giﬁign
1,2,3, dst Operasional Kegiatan
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(kegiatan) OPD 1,2,3, Operasional
OPD 1,2,3, dst OPD 1,2,3, dst
dst

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian
risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan
tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan
masih memiliki banyak permasalahan dalam
pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera
ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang
mendukung pencapaian target program prioritas nasional
yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional.
Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan
berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan
dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan
pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai
kebutuhan.
Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat
dijelaskan sebagai berikut:
d) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah
Daerah.
Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah
disajikan sebagai berikut:

Memperoleh informasi tujuan/sasaran
Tujuan : | strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap
urusan dan indikator kinerjanya

- Daftar tujuan/sasaran strategis pemerintah
Keluaran :| daerah dan indikator kinerjanya
- Daftar urusan wajib/pilihan dan OPD terkait

- Sekda selaku Koordinator
Pelaksana/Pihak . | - Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah
Terkait ‘| (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD)
- Fasilitator

- Penetapan konteks dilaksanakan pada saat

Waktu .| penyusunan RPJMD

" | - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada
saat penyusunan KUA/PPAS

Sumber Data Utama : | RPRJMD
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Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah

pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah. Namun demikian, dalam penetapan

konteks strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah

dapat memilih beberapa tujuan dengan
mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan
misi kabupaten atau pertimbangan profesional lainnya.

Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan

melalui Control Self Assesment/Forum Group Discussion

dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arahan dan

Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan". Sebagai contoh,

berdasarkan "Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian

Risiko 5 Tahunan" Pemerintah Kota XYZ menetapkan

Konteks Strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan

untuk 2 tujuan strategis, yaitu tujuan 1 dari misi 1, tujuan

1 dari misi 2, dan tujuan 1 dari misi 3.

Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan strategis 1,

maka peserta Control Self Assesment/Forum Group

Discussion adalah: (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah

yang terdiri dari Kabupaten, dan Kepala Perangkat

Daerah (pejabat eselon 2) yang memilih keterkaitan secara

fungsi dan kegiatan terhadap tujuan srategis 1, antara

lain pada:

(1) Dinas Kesehatan;

(2) RSUD Kota XYZ;

(3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB); dan

(4) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kehadiran pejabat eselon II sangat dianjurkan dalam

Control Self Assesment/Forum Group Discussion, walaupun

dapat juga dihadiri oleh pejabat eselon III dari Perangkat

Daerah namun sifatnya sebagai pendamping.
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Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah

daerah adalah sebagai berikut:

(1) mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data
lainnya terkait perencanaan seperti Susunan
Organisasi Tata Kerja, uraian tugas dan jabatan, dsb;

(2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja
Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi
sebagaimana tercantum dalam RPJMD;

(3) identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal
prioritas pembangunan atau program unggulan
terkait dengan = tujuan/sasaran dari urusan
wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;

(4) menetapkan sasaran dan Indikator Kinerja Utama
strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan
penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan
penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran
sesuai kebutuhan; dan

(5) tuangkan hasil identifikasi sebagaimana lampiran
form III.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

(1) Forum Group Discussion dilakukan untuk membahas
jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/
indikator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika
terdapat perbedaan, maka peserta Forum Group
Discussion menyepakati tujuan/ sasaran/indikator
yang akan digunakan untuk keperluan penilaian risiko;

(2) Perbedaan pada poin (a) bahan masukan bagi
perencanaan (RPJMD) tersebut dapat menjadi
perbaikan dokumen.
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Sebagai ilustrasi, penetapan Konteks/Tujuan Strategis
Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

NUrng Pormge W P voh £ abupoton XY/
iy ™ 1 }

o e yoOng d } 3 i

Sumber DOto RPIMD Xabupoten XY7 Taghun 20182023

Tupuan S otoges P A4 MennQotya Tuditas 1010 kE0i0 peme «iahon

{1 Merangiotnyo kohesiilos Mot yoraent

LY | Sher GOty Duakiod troniponta
Tpen 2 2 MaresGh Oy Q K ey Oy
Ty Wl Ot (O o OF 1TV
Tu
T4 75 MorenQRot ny( ELOBTOS ENghungon Medup
Tumsarn 31 MenmnQeoinyo OF 409 Aan Yot os pendcclit On
Tugon 12 Moy NGkt yo detos0! ketohatlon Mmasyorato
Tugsan 1 3 Morunghotnya resépohteroon soso
Tusson 1 4 W RO YO POFLISADOS DO OMPUON oK DeMDONCRINQS
Tusuon 4 O Ky peftumbuhan eeonom
Tugon 4 | oerrseratoor .

PenalOpon Lonteks Tuguon 1 2 Merengeotyo deroiot tesehotlon mosyorokot

Risko Strateges Pomoo

o Pemberdoyoan Perempuan Perkndungan Anal, PengendQios

Penduduk don Keluorgo Botonconda | »IAP AR}

Denae, Petan0on Umuem don Perurmahan Roxyo!

Sasoran RF MO Sasoran 111 Meningratnyd keselaomataon iy anoR
Sostran 3.2 2 Meningkatnyd kuallon kesehaton masyarnokat
Sasoran 323 Menmgkotnyo periaku hudup sehot
Sasoron 32 4 Moningkatnyg prestost Olohrogo di Kabupaten XYJ
Sosaran 179 Meningiatnya paran serto Pemuda dolom

XU Sosaron RPN Fsi0 Haropon Hidup tentulkon oloh urminh tomatan Dayl, jika ongo
RP D) rermotian tay besar, moko usia angika harapan hadup rendan
Pridvitas Pombanguncn Proditas pembongunan

gan Program Ungguion Progrom Peningiaton Keselomaton [Du Melahirkan don Anak
Progrom Peningroton Pelayanan Kesehaton Anok Bolto
Program Pancegohan dan Penangguiongan Penyokit Meniior
Progrom Stonconsas Pelayanon KEeseholon
Progrom Promos! Kesehaton dan Pemberdayoon Masyorokat
Program P bodkon Gin Mosyorokot

Tupuon, Sosaron, &y Tupson 3 2 Menngeat nyg Oof et tesonaton 1 Y5y Of QR
YOG OVOon Oaok Ll OF Sasoron 12 7 Meninglotnyg tokios resehaton mas yurokot
DONHHON N0 | Program Perengiaton Yotglomatan iy Mekahrkon don Anok

e) Penetapan  Konteks/Tujuan  Strategis (Entitas)
Perangkat Daerah.
Ikhtisar penetapan tujuan Strategis (Entitas) Perangkat
Daerah disajikan sebagai berikut:
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Wwiaktu

Foda soat penyusunan Renstra OPD

Otfreviy/ demutokheekon setiop tohun podo soot penyusunon RKA-OF

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) Perangkat

Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah

sesuai urusan yang diampunya, sebagai contoh Dinas

Kesehatan akan menetapkan tujuan/konteks Strategis

(entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib

Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat akan menetapkan

tujuan/konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah terkait

dengan Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Koordinator).

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas)

Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai

berikut:

(1) mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat
Daerah, serta data terkait lainnya;

(2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja
Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan
wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung
pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada
penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;

(3) menetapkan sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan

dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan
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dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian
sasaran sesuai kebutuhan; dan
(4) menuangkan hasil identifikasi, sebagaimana form 4.
Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat
Daerah juga dilakukan pada Perangkat Daerah terkait yaitu
RSUD Kota XYZ, DP3AP2KB, dan Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (sesuai hasil penetapan konteks
strategis Pemerintah Daerah).

f) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat
Daerah
Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat
Daerah disajikan sebagai berikut:

Memperoleh informasi program kegiatan
Tujuan utama tujuan kegiatan dan indikator
keluaran untuk tiap-tiap urusan
wajib/pilihan yang dikelola oleh setiap OPD
- Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk
Keluaran ;| tiap-tiap urusan dan indikator
keluarannya
. - Kepala OPD
’l;elaks.:ana/ Pihak - Unit Pemilik RisikoTingkat eselon 3,4
erkait o
- Fasilitator
Waktu Pada saat penyusunan RKA OPD
Sumber Data Reni
Utama enja
Sumber Data lain DPA OPD, RKPD

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah
dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait
sesuai urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/
konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka
mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional
Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai
berikut:

(1) mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA

Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya,



(2)

(3)

(4)
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identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran
terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang
sudah dipilih sebelumnya;

menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran
yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama
yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya
dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun
demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian
program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi
kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya;
dan

menuangkan hasil identifikasi.

Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan

Wajib Kesehatan maka penetapan Konteks/Tujuan

operasional  Perangkat Daerah pada  Dinas
Kesehatan adalah sebagai berikut:

Nama Pemerintah Dacrah
Periode vang dinilas
Urusan Pemerintahan

Perangkat Daerah yang Dinilay:

Sumber Data

Renja OPD. L

Tujuan Strategis

Program OPD...
(Renja 20200 dan
Kegiatan Utama

+ Program Upava kesehatan Masyarakat

2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Keluaran / Hasil
Kegiatan

—

Informast Lain

Kegiatan, dan
indikator
keluaran vang
akan dilakukan
penilaian

rnsiko

Kota NYZ..... ... 20XX
Kepala OPD




34

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu
dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian risiko

disajikan sebagai berikut:

worty Parvyyusunon &P JML

- Mrad il ek Pk 7 T Moy orary! rerw s s 1A TPOAC
Dreviu/aemutachirkon  setiap [hun DOUa SO0t penyusunon KUAJPPARS

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan
risiko.
Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar kepada
pedoman ini, sebagaimana telah disajikan pada lampiran Bab
II. Selain itu, penetapan kriteria dan skala dampak serta
kemungkinan dapat ditetapkan melalui Forum Group
Discussion.

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai
risiko dan matriks analisis risiko sebagaimana telah disajikan
pada lampiran Bab II Pedoman ini.

c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu
dokumen.
Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam
dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam
tahap-tahap berikutnya.

d) Menyiapkan bahan-bahan.
Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu

dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja,
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peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil

penialaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja

penilaian risiko, dan sebagainya.

2) Fasilitator

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu instansi

pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah

proses penilaian risiko.

Fasilitator dapat berasal dari Tim

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Komite

Pengelola Risiko,

berkompeten.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini,

Inspektorat,

pencapaian tujuan diidentifikasi

atau pihak

lain yang

berbagai risiko yang mengancam

sesuai dengan tahapan

prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang

mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi

melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang
diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain

pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain

kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat
penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau
tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko,

dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini

menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian

risiko, jenis urusan, entitas/ Perangkat Daerah yang menilai,

dan nomor urut risiko di entitas/ Perangkat Daerah. Contoh
Kode Risiko adalah sebagai berikut:

Entitas/ Nomor urut
Tahun o
) ] Perangkat risiko di
Tingkat | Pelaksanaan | Jers _ )
Naerah Entitas/ Kodde
Risiko Pentlatan Ristkao
Vang Perangkat
Risiko
Menilio Daerith
RSO 19 00 0s 01 R80.19.00.05.01
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RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat
Daerah
19 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2020
00 = Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis
Perangkat Daerah dan Operasional) atau tujuan
strategis (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah).
05 =Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko
strategis Pemerintah Daerah) atau Perangkat Daerah
yang menilai (untuk risiko strategis Perangkat
Daerah dan Operasional)
01 = Nomor urut risiko
Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan sebagaimana
Jorm 5.
Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:
1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaran
pemerintahan/ program/ kegiatan/ urusan; dan
2)identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada
permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga
mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan
menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko
urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini
menggunakan Control Self Assesment/Forum Group
Discussion.
Oleh karena itu, pemilihan peserta Control Self
Assesment/Forum Group Discussion juga agar
mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta Control
Self Assesment/Forum Group Discussion untuk penilaian risiko
tingkat strategis pemerintah daerah adalah Kabupaten dan
Kepala Perangkat Daerah, peserta Control Self Assesment/Forum
Group Discussion untuk penilaian risiko strategis (entitas)
Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kepala
Bagian/Kepala Bidang Perangkat Daerah dan peserta Control
Self Assesment/Forum Group Discussion tingkat operasional
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kepala
Bagian/Kepala Bidang Perangkat Daerah serta Kepala
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Subbagian/Kepala Seksi. Selain itu, dalam Control Self
Assesment/Forum Group Discussion sebaiknya melibatkan
fasilitator (Tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan,
Komite Pengelola Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang
berkompeten) dan pegawai yang bertugas untuk mencatat
proses pelaksanaan Control Self Assesment/Forum Group
Discussion.

Sebagai contoh, pelaksanaan Control Self Assesment identifikasi

risiko pada Kota XYZ dilakukan sebagai berikut:

1) masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang
dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih;

2) risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan
ditampilkan pada layar LCD;

3) seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama
peserta;

4) menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi;

5) mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik
risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko
apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat
dikendalikan (uncontrollable) Oleh pemilik risiko, dampak
risiko, serta penerima dampak risiko.

Hasil identifikasi risiko pada Urusan Wajib Kesehatan pada Kota

XYZ dengan Langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah dilakukan
untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat
mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.
Tujuan/Sasaran Strategis Pemerintah Daerah akan
dilakukan pengelolaan risiko Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Control Self Assesment/Forum
Group Discussion telah teridentifikasi Risiko Strategis
Pemerintah Daerah:

a. penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah;

dan
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b. pelayanan Kesehatan belum memenuhi Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan.

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis

Pemerintah Daerah disajikan pada form 6.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko

strategis Pemerintah Daerah:

a. risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko
yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi
tanggung jawab kabupaten/tingkat Pemerintah Daerah
(misal: Peraturan/Monitoring dan lain-lain).

b. pengendalian yang nantinya dirancang merupakan
tanggung jawab Kabupaten, atau hanya bisa dilakukan
oleh Kabupaten.

c. risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi
kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat
Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait,
misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Kabupaten
atau pemantauan oleh Kabupaten.

d. risiko strategis Pemeintah Daerah dapat berupa faktor-
faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat
Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan
strategis Pemerintah Daerah.

e. perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan
tujuan strategis yang dipillh untuk menjaring
permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional
Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan tindakan
oleh Kabupaten.

f. risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi
Kabupaten.

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah

dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat

mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat

Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah
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Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis
Pemerintah Daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan Risiko
Strategis Perangkat Daerah antara lain:

a) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang
disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi
tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (Kebijakan
kepala Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat
Daerah dll) Pengendalian yang nantinya dirancang
merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala
Perangkat Daerah.

b) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi
kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat
Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah,
Monitoring Kepala Perangkat Daerah, dllj untuk
memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis
Perangkat Daerah terkait.

c) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-
faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat
Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh
kepala Perangkat Daerah.

d) Perlu melibatkan Kepala Bidang/pegawai yang terkait
dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih
untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan
strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan
penanganan/tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

e) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang
menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang
penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh
Kepala Perangkat Daerah. |

f) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi oleh
Kepala Perangkat Daerah.

Contoh Formulir kertas Risiko Strategis Perangkat Daerah

dapat disajikan sebagaimana form 7.



40

3) Risiko Operasional
Identifikasi Risiko Operasional  dilakukan  untuk
mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat
mengancam pencapaian tujuan Perangkat Daerah.
Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional

Perangkat Daerah disajikan sesuai form 8.

c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko
Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan
disepakati, langka berikutnya adalah melakukan analisis
risiko urusan wajib/ pilihan.

2) Memvalidasi risiko
Hasil analisis risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah
selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah,
sedangkan Tingkat Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan
Operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada
Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan
risiko mana yang diprioritaskan untuk ditangani. Dalam
pedoman ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi”
akan diprioritaskan untuk ditangani.
Berdasarkan Control Self Assesment atas skala dampak dan
kemungkinan tersebut diperoleh hasil sebagaimana disajikan
Matrik Analisis Risiko berikut:

] A . s - P
Urusan Wayph Pelayanan dasar Bidang Kesehatan

MATRIKS Dampak/Konsehuensi

ANALISIS RISIKO TR Kecil . Sangat
M.._o,wmka” PR $_lﬂmhln.)r1 __J

Hampir pasts ‘

“TREP 1900 01 01
Kemungkinan !
Desar

ROO 18010508 | RO 1901 0504 | REC 1901 0604
i | RGO 19.01.05 11
| ROO1BOI0S 12 |

Kemunghkinan
kecll

Kemungkinan
Terjadinya Risiko

Sangal jarang

Keterangan :
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Nama Pemda
Tahun Penilaian

ot st i s AR it

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan:

No Risiko Kode | Skala [Pemilik| Penyebab | Dampak
Prioritas Risiko | Risiko | Risiko

a b c d e f 4

i

IRisiko Strategis

I Risiko Strategis
‘Peranghkat
;Daerah 1

II Risiko
?Opemlonal

%Perangkat
‘Daerah 1:

¥

i

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani,
pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian
untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko
(Preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul
(mitigatif), atau keduanya.

3) Mengevaluasi Pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan
Ikhtisar Evaluasi Pengendalian yang ada dan dibutuhkan
disajikan dalam tabel berikut:




42

Tujuan

- Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada
terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk
ditangani, dikelola

- Menilai efektifitas pengendalian yang ada

- Mengidentifikasi pengendalian yang masih
dibutuhkan, dibangun

Keluaran

- Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing
risiko prioritas urusan wajib/pilihan

- Hasil identifikasi pengendalian yang masih
dibutuhkan untuk masing-masing risiko prioritas
urusan wajib/pilihan

Pelaksana/Pihak
Terkait

Strategis Pemerintah Daerah

- Sekda selaku koordinator

- Unit Pemilik RisikoTingkat eselon 2 (Kepala
OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD)

- Fasilitator

Strategis (Entitas) OPD
- Kepala OPD
- Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 1 dan 2
- Fasilitator

Operasional OPD
- Kepala OPD
- Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 3 dan 4
- Fasilitator

Waktu

Strategis Pemerintah Daerah

- Penyusunan RPJMD

- Direviu/dimutakhirkan setiap setiap tahun pada
saat penyusunan KUA/PPAS

Strategis (Entitas) OPD

- Pada saat penyusunan Renstra OPD

- Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat
penyusunan RKA OPD

Operasional OPD
Pada saat penyusunan RKA OPD

Sumber Data
Utama

Control Self Assesment/Forum Group Discussion

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup
penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi
pemeﬁntah dalam rangka mengelola risiko yang
diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut
selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan
tidak selektif antara lain jika:
a) kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan,
namun belum mampu menangani risiko yang
teridentifikasi;

b) prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
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c¢) kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;

dan

d) kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam tabel berikut:

Tujuan

- Mengidentifikasi Rencana Tindak Lanjut
Pengendalian (RTP) untuk mengatasi
kelemahan lingkungan pengendalian

- Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko
pada tingkat operasional OPD

Keluaran

- Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk
mengatasi risiko
- Rekapitulasi RTP

Pelaksana/Pihak
Terkait

Strategis Pemerintah Daerah

- Kepala Daerah

- Sekda selaku koordinator

- Unit Pengelola Risiko Pemda (Kepala Daerah
dan Kepala OPD/SKPD)

- Fasilitator

Strategis (Entitas) OPD

- Kepala OPD

- Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 1 atau 2
(Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid)

- Fasilitator (opsional)

Operasional OPD
- Kepala OPD
- Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 3 atau 4
- Fasilitator (opsional)

Waktu

Strategis Pemerintah Daerah

- Penyusunan RPJMD

- Direviu/dimutakhirkan setiap setiap tahun
pada saat penyusunan KUA/PPAS

Strategis (Entitas) OPD

- Pada saat penyusunan Renstra OPD

- Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat
penyusunan RKA OPD

Operasional OPD
Pada saat penyusunan RKA OPD

Sumber Data
Utama

Control Self Assesment/Forum Group Discussion

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk

membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi
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kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi

risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai

berikut:

Merumuskan \

Tindakan ‘
Bk ' sz’gggendahan
melngatas1 dibutuhkan
Ele;lzmm a}l] n ;}1 dalam r?_ngka
Pengendalian ) \Ilzfi*seilﬁcg)ataa p

merumuskan \
Kegiatan

- D 4 &
Menyusun
Rencana || rancangan
Tindak informasi dan
Patgendaliah komunikasi
g atas RTP
\_ y - /

a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi

Lingkungan Pengendalian.

Kelamahan

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang

telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.

Sebagai contoh berdasarkan kelemahan

lingkungan

pengendalian intern yang disajikan dalam lampiran form

2. Selanjutnya disusun rencana tindak perbaikan untuk

Lingkungan Pengendalian sebagaimana berikut:
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Nama Pemerintah Daerah :
Tahun Penilaian
No. Kondisi " Rencana Tindak Penanggung " Target Waktu
Lingkungan Perbalkan jawab Ponyolesaian
Pengendalian yang Lingkungan
Kurang Memadai Pongendalian
a b ' c ' d ’ e
1 ‘Penegaknn lntcgr{taé dan Nilai Etika | .
1

II Komitmen Terhndaﬁ Kompetenal

o .

¢) )

111 .Kepcmlmplnan yané kondusif
o .

=

v ,Pcnyusunnn dan Pe»nempan Kebijakan ynng Sehat tel;tdng Pembinaan

SDM

V /Perwujudan Peran APIP yang Efektif
. .

b) Merumuskan kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
dalam Rangka Mengatasi Risiko.
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan
pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko.
Menentukan pengendalian yang akan dibangun, perlu
memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu
instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan
pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa
kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon

risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:



(1)

(2)

3)

(4)
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Mengindari risiko (avoid)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak
memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat
meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat
menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat
menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat
justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya
atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh
manfaat.

Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya
risiko (abate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah
kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan
terjadinya hasil yang negative dapat berkurang. Istilah
lain yang juga digunakan adalah pencegahan
(prevention)

Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko
(mitigate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/
mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian
menjadi berkurang. Istilah lain yang digunakan adalah
penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut
dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce).
Membagi risiko (share) atau mentransfer risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung
atau berbagi Sebagian risiko. Contoh mekanismenya
antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan
struktur organisasi seperti kemitraan dan joint ventures
untuk menyebarkan tanggung jawab dan kewajiban.
Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain
umumnya akan terdapat biaya finansal atau manfaat
yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko
dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka

instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru,



47

yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko
tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.
(5) Menerima atau mempertahankan risiko (accept/retain)
Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko
tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat
terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon
yang lebih baik selain menerima risiko tersebut.
RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis
Pemerintah Daerah, Strategis (entitas) Perangkat Daerah,
dan Operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut
meliputi Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi
Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu
Penyelesaian.
Sebagai contoh pada penilaian Risiko untuk tujuan
strategis “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”
disajikan sebagaimana form 10 (kolom g-i), selengkapnya,

kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya

disajikan dalam form 10.

Contoh Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemerintah Daerah :

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis

2018

Pemerintah Kabupaten XYZ

Meningkatkan Derajat Kesehatan

Masyarakat
Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Kesehatan
Pengendalian
N Pernyataan yang dibangun Penanggung Target Waktu
o I untuk .
Risiko . Jawab Penyelesaian
mengatasi
risiko
I | Risiko Strategis Pemerintah Daerah
I | Pelayanan Rekrutmen Kepala Daerah | Triwulan IV 2019
Kesehatan tenaga honorer
belum kesehatan
memenuhi SPM
Bidang
Kesehatan
II | Risiko Strategis
OPD Dinas
Kesehatan
(2019-2023)
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Pengendalian
No Pernyataan y angucrlekngun Penanggung Target Waktu
Risiko . Jawab Penyelesaian
mengatasi
risiko
1 | Sarana - Evaluasi atas | - Kepala Dinas | Triwulan I 2019
pendukung implementasi
ANC  kurang| SOP Alat
memadai Kalibrasi
- Evaluasi atas | - Kepala Dinas | Triwulan II 2019
implementasi
standar
pelayanan
Puskesmas
III | Risiko
Operasional
OPD: Dinas
Kesehatan
(2019)
1 | Data Ibu hamil | Evaluasi atas| Kepala Triwulan I 2019
miskin yang | implementasi| Bagian
belum memiliki | Permenkes
jaminan Nomor 3
kesehatan Tahun 2019
lainnya dari
kecamatan dan
kelurahan
belum ada

Dikaitkan dengan respon risiko, maka pengendalian yang
dibangun yang dicontohkan pada gambar diatas
bentuk

munculnya risiko (abate)”.

merupakan dari “mengubah/mengurangi

¢) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua
rencana tindak pengendalian, yaitu rencana tindak
perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak
perbaikan kegiaan pengendalian, yaitu rencana tindak
perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak
perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan
kebutuhan
pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua
RTP tersebut. Oleh sebab itu pada tahap ini perlu

memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan

merupakan bentuk adanya terhadap

kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut
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sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak
perbaikan pengendalian.

Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan
rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan
agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian
mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian
sesuai yang diinginkan.

Contoh form rancangan pengomunikasian pengendalian

yang dibangun disajikan sebagai berikut:

Contoh Pengkomunikasian Pengendalian yang dibangun

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ

Tahun Penilaian : 2018
Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Kesehatan
Kegiatan . Media/Sarana . . Rencana Realisasi
No Pengendalian pengkomu- fe;l A edla' fe? Crima | waktu Waktu Ket
gfmg nikasian niormasi nIormast | pelaksanaan | Pelaksanaan
ibutuhkan
1 | Rekrutmen Rapat Sekda/Bappeda | Dinas Triwulan I
tenaga Kesehatan, | 2019
honorer BKPSDM
kesehatan
2 | Evaluasi atas | Rapat/Surat | Dinas Staf Dinas | Triwulan I
implementasi | Edaran Kesehatan Kesehatan | 2019
SOP terkait
Kalibrasi Alat
3 | Evaluasi atas | Rapat/Surat | Dinas Staf Dinas | Triwulan I
implementasi | Edaran Kesehatan Kesehatan | 2019
standar terkait
pelayanan
Puskesmas
4 | Evaluasi atas | Rapat/Surat | Dinas Staf Dinas | Triwulan I
implementasi | Edaran Kesehatan Kesehatan | 2019
(Permenkes terkait
Nomor 3
Tahun 2019)

Contoh  selengkapnya  bentuk form  rancangan
pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan
dalam form 11.
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e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan

RTP
Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme
pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan
bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan
pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan
berjalan efektif.
Contoh form rancangan monitoring/pemantauan risiko
dan RTP disajikan sebagaimana form 12.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan

dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang

ada. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah
menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa

kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut
dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi

risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa

kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang
perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur
pengendalian meliputi:

1) mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan
perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur
operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur
pengendalian yang akan dibangun;

2) unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang
system pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki,
dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur
pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam
dokumen perencanaan apabila diperlukan.

3) membuat atau menyempurnakan infrastruktur

pengendalian;
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4) melakukan uji coba penerapan pengendalian;

5) menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian
berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan

6) menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.

b. Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat,
instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan
prosedur kedalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus
ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak
terkait lainnya.

. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi

internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan

pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan
pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan
pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah

pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang

akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan
pengendalian  yang ada, pemerintah daerah perlu
mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak -
pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro/Bagian

Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan

bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami

oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah,
pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai
rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen

RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

a. surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas
pemberlakuan kebijakan;

b. kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah
(antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang
berkepentingan; dan
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c. Ssosialisasi/ workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya
dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir,
foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan

rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap

dan Komunikasi RTP.

realisasi

penyusunan rancangan Informasi

Koordinasi pengomunikasian dan  pencatatan
pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk
pengomunikasian terkait RTP atas Risiko Strategis Pemerintah
Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian
RTP atas Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko

Operasional Perangkat Daerah. Contoh pencatatan realisasi

pengomunikasian disajikan sebagai berikut:

Realisasi Pengkomunikasian Pengendalian yang dibangun

Nama Pemerintah Daerah :

Pemerintah Kabupaten XYZ

Tahun Penilaian 2018
Tujuan Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat
Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Kesehatan
Kegiatan Media/ ..
No | Pengendalian | Sarana Penyedia | Penerima \l;gﬁina ‘lzee;alil;am et
yang pengkomu- Informasi | Informasi Pelaksanaan | Pelaksanaan
dibutuhkan [ nikasian
1 | Rekrutmen Rapat Sekda/ Dinas Triwulan I | Februari Telah
tenaga Bappeda Kesehatan, | 2019 2019 dilaksanakan
honorer BKPSDM dan
kesehatan ditindaklanjuti
2 | Evaluasi atas | Rapat/Surat | Dinas Staf Dinas | Triwulan [ | Februari Telah
implementasi | Edaran Kesehatan | Kesehatan | 2019 2019 dilaksanakan
SOP terkait dan
Kalibrasi Alat ditindaklanjuti
3 | Evaluasi atas | Rapat/Surat | Dinas Staf Dinas Februari Telah
implementasi | Edaran Kesehatan | Kesehatan 2019 dilaksanakan
standar terkait dan
pelayanan ditindaklanjuti
Puskesmas
4 | Evaluasi atas | Rapat/Surat | Dinas Staf Dinas | Triwulan I | Februari Telah
implementasi | Edaran Kesehatan | Kesehatan | 2019 2019 dilaksanakan
(Permenkes terkait dan
Nomor 3 ditindaklanjuti
Tahun 2019)

5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai
dari Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah (pejabat Eselon II),
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Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III),

kepala

Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang

lingkup dan kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan

pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat

didelegasikan kepada Unit Kepatuhan Internal. Unit Kepatuhan

Internal bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan
risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak
sebagai Unit Kepatuhan Internal pada Perangkat Daerah.

Pemantauan dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian

kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan

pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian,

sesuai

Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan

menetapkan mekanisme

pemantauan

atas

pelaksanaan

pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat.

Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk

memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah

dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan

dapat menggunakan form 12 Rancangan Monitoring dan Evaluasi

atas pengendalian intern yang telah diisi realisasinya (kolom f-g).

Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern (Realisasi)

Nama Pemerintah Daerah :

Pemerintah Kabupaten XYZ

Tahun Penilaian 2018
Tujuan Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat
Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Kesehatan
Kegiatan | pontuk/Metode . Waktu Realisasi
No ;’xgendahan pemantauan Il:)’ggzrxngél;awab pelaksanaan | Waktu Ket
dibutuhkan | Y2P8 diperlukan pemantauan | Pelaksanaan
1 | Rekrutmen Konfirmasi - Bulanan oleh | Oktober, Oktober, Monitoring telah
tenaga persiapan dan Kepala Dinas | November, November, dilaksanakan,
honorer laporan Kesehatan, Desember Desember didokumentasikan,
kesehatan pelaksanaan Direktur RSUD dan
kegiatan - Triwulanan didistribusikan
oleh
Inspektorat
2 | Dst....
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Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko
yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat
catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak
yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian
yang telah dilaksanakan.

Form pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi
menggunakan form 12.

Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk
pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan
oleh UPR Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis
(Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah,
dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko yang dapat di

llustrasikan sebagaimana berikut:

Contoh Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemerintah Daerah Pemaerintah Kabupaten XY2Z
Tahun Penilalan 2018
Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Pernyatoon
Risiko

Risiko Strategis
Pemerintah Daerah

P yanan kesehotar E vOluas: tO! wahkota 1 rowyudGn
e ity rysesr et Mphementia
SPy Bddan Porsoiinon

KesehOolor

Kk O Sl i 3
[ RrvOrs K oot
} 2023)
i f alua ta Kef 1 1
K g Pl nenta
' r 1¢ Alot Kaht ]

tvoluas) atos Kok Do Travubon B
mpleinentas

Stondar Pelayanan

mkoe '}
Risik O Opet O
OFD [Dhinddrs
Kesehaton (2
D3ta 1w Dol sk FvOiuQst O10s Kepola Bogoan
y NG Delum rmaeyuhika implementQa
PRETUHOQN keseOtor Pormenkas NOmor 3
Tl 3 Ao o (19
k HTYHO LIS
kelurahon 1 OO0
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Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam
setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah
dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Penanggung

jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.
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BAB IV
PELAPORAN

Guna mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah

daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko

setidak-tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan

Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A.

Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis
pemerintah daerah, penilaian risko strategis (entitas) Perangkat
Daerah/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun
Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian
Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan
kepada Kabupaten, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah
dan Unit Kepatuhan Internal Internal.

Sebelum difinalkan, draf dokumen hasil penilaian risiko tingkat
strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kabupaten
dan pihak yang terkait, sedangkan draf dokumen hasil penilaian
risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat
operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala
Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan per semester dan tahunan.
Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan
oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis
Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah
dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan

urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran; dan
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b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan

urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat
Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani
oleh setiap Perangkat Daerah Semesteran; dan

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat
Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani
oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:

a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis
Pemerintah Daerah Semesteran; dan

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis
Pemerintah Daerah tahunan.

C. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit
Kepatuhan Internal Internal
Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan
risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal Internal yang
disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada
Sekretaris Daerah.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR !9 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

FORMAT REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN, SIMPULAN
SURVEI PERSEPSI SERTA LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

I. Form 1
REKAPITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN INTERN

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN
NO | PERTANYAAN/KUISIONER KUISIONER
Rl EROSIERASNNRA U RS ERE6 MODUS CEE
a b c d

A. | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA MEMADAI

1 | Pegawai mendapatkan
pesan integritas & nilai
etika secara rutin dari
pimpinan instansi
(misalnya keteladanan,
pesan moral, dll)

2 | Pemerintah Daerah telah
memiliki aturan perilaku
(misalnya kode etik,
pakta integritas, dan
aturan perilaku pegawai)
yag telah
dikomunikasikan kepada
seluruh pegawai

3 | Telah terdapat fungsi
khusus di dalam instansi
yang melayani
pengaduan masyarakat
atas pelanggaran aturan
perilaku / kode etik

4 | Pelanggaran aturan
perilaku /kode etik telah
ditindaklanjuti
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JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN
NO | PERTANYAAN/KUISIONER KUISIONER
Rl1 | R2| R3| R4 | R5 | R6 | MODUS CEE
a b c d
B. | KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI

Standar kompetensi
setiap pegawai/posisi
jabatan telah ditentukan

Pegawai yang
berkompetensi telah
secara tepat mengisi
posisi/jabatan

Pemerintah Daerah telah
memiliki dan
menerapkan strategi
peningkatan kompetensi
pegawai

Terdapat pelatihan
terkait pengelolaan
risiko, baik pelatihan
khusus maupun
pelatihan terintegritas
secara berkala

KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

Pimpinan telah
menetapkan kebijakan
pengelolaan risiko yang
memberikan kejelasan
arah pengelolaan risiko

Pimpinan menerapkan
pengelolaan risiko dan
pengendalian dalam
pelaksanaan tugas dan
pengambilan keputusan

Pimpinan membangun
komunikasi yang baik
dengan anggota
organisasi untuk berani
secara periodik

PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT
TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pemerintah Daerah telah
memiliki kebijakan dan
prosedur pengelolaan
SDM yang lengkap (sejak
rekrutmen sampai
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NO

PERTANYAAN/KUISIONER

JAWABAN RESPONDEN (R)

R1

R2 | R3 | R4 | RS | R6

MODUS

SIMPULAN
KUISIONER
CEE

b

d

dengan pemberhentian
pegawai)

Rekrutmen, retensi,

mutasi, maupun promosi
pemilihan SDM telah
dilakukan dengan baik

Insentif pegawai telah
sesuai dengan
tanggungjawab dan
kinerjanya

Pemerintah Daerah telah
menginternalisasi budaya
sadar risiko

Adanya pemberian
reward dan/atau
punishment atas
pengelolaan risiko
(misalnya
mempertimbangkan
pertanggungjawaban
pengelolaan risiko dalam
penilaian kinerja)

Terdapat evaluasi kinerja
pegawai, dan telah
dipertimbangkan dalam
perhitungan penghasilan

Instansi telah
mengalokasikan
anggaran yang memadai
untuk pengembangan
SDM

PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN

PEMERINTAH YANG EFEKTIF

Inspektorat Daerah
melakukan reviu atas
efisiensi/efektivitas
pelaksanaan setiap
urusan/program secara
periodik

Inspektorat Daerah
melakukan reviu atas
kepatuhan hukum dan
aturan lainnya
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NO

JAWABAN RESPONDEN (R)
PERTANYAAN /KUISIONER

Rl | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | MODUS

SIMPULAN
KUISIONER
CEE

b c

d

Inspektorat Daerah
memberikan layanan
fasilitasi penerapan
pengelolaan risiko dan
penyelenggaraan SPIP

APIP telah melaksanakan
pengawasan berbasis
risiko

Temuan dan saran
/rekomendasi
pengawasan APIP telah
ditindaklanjuti

HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH
TERKAIT

Hubungan kerja yang
baik dengan instansi
/organisasi lain yang
memiliki keterkaitan
operasional telah
terbangun

Hubungan kerja yang
baik dengan instansi
yang terkait atas fungsi
pengawasan /
pemeriksaan
(Inspektorat, BPKP, dan
BPK) telah terbangun

Keterangan:
Kolom c diisi dengan jawaban responden
Keterangan Jawaban:

1: Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun

2: Kurang setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum

konsisten

3: Setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi

masih bisa ditingkatkan

4: Sangat setuju/sudah dibangun dengan baik dan dapat

ditularkan ke organisasi lain
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Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan
pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur
lingkungan pengendalian, misal:

Kesimpulan tiap pertanyaan:

“Memadai”, apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4
dan “Kurang Memadai” apabila modus jawaban responden adalah
1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian :
“Memadai”, apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub
unsur tersebut telah “Memadai”’, dan “kurang memadai” apabila
terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang

“kurang memadai”



II.

Form 2
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SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH XYZ

Nima Pemenntah Daerah

Tahun Penilaan

KNo Sub unsur Hasil Reviu Dokumen Hasil Survei Simpulan Penjelasan
Persepsi
Hasil Uraian Hasil Uraian
a b c d e f 3 h
1 {Penegakian

integritas dan

nilai etika

(2

Komitmen
terhadap

kompetensi

Kepemimpinan

vang kondusif

Strukiur

Organisasi sesual

kebutuhan

Pendelegasian
weswensip dan

tanpeuny jawah

yang tepat
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6 {Penvusunan dan
Penerapan
Kebijakan vang
Sehat tentang

Pembinaan SDM

Perwujudan

~1

peran APIP vang
efekuf

8 |[Hubungan Kerja
vang Baik
dengan Instansi
Pemerintah

Terkait

Keterangan:
Kolom « diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
Kolom ¢ diisi dengan simpulan penilmian awal CEE berdasarkan dokumen
Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diist dengan simpulan hasil survet persepsi
Kalom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil surver persepsi
Kolom g diist dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survel persepsi. jiki hasith antara penilman awal dan survey
persepsi bertentangan, maka lakukan pendatoman atau lekukan professional judgement untuk
menyvimpulkannva

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan



I11. Form 3
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CONTOH PENERAPAN
PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Perde viing dinili

Nama Pemernntah Dacerah

Sumlbnt Datn

Tupan Strategis

RPJNI

Penctapan konteks
Risiko Strategis
Pemerintah Dacrah

Nattrey s Terkeait

e

Susarsn RIVUMD

KU Sasarin REVIMD

Prionias
pembinpgunan dan

propram ungeulan

Tujuan,  Sasarian,
IR vang akan

dilakukan

iprmi;ium FISIRO
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CONTOH PENERAPAN
PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS (ENTITAS) PERANGKAT DAERAH

%\'umu Pemerintuh Daerah
%i'ﬂim‘k' vang dinila

" Urusan Pemerintiahan
Peringkat Dacrah vang binilai

Pern Ivrangkist Daerah

Sumber Data

Tupunen Stralegin

Sasdaran Strategis

KU Reenstri

Periangkat Dietah

ot

Informust kun

Tupuun,
Sasaran, KU
vang akan
thilakukan

pembsan nisiko

Kota XYZ, ...... .. ..
Kepala OPD
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V. Form 5
CONTOH KODE RISIKO
5  Tahun | Entitas/ | Nomor |
| Tingkat Pelaksanaan | Jenis | Perangkat | urut di Kode |
| Risiko Penilaian Risiko 1' Dacrah | Entitas/ |
Risiko . yang Perangkat |
l' Menilai Daerah
SRR 1 AR B R LR R LR SRR
:
\
Petunjuk pengisian:
1. Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:

&

RSP Strategis Pemerintah Daerah
RSO Strategis Perangkat Daerah
ROO Operasional Perangkat Daerah

Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko; diisi Tahun pelaksanaan penilaian
(diisi 2 angka)

. Jenis Risiko menggambarkan urusan pemerintah terdiri dari 2 angka,

dengan contoh sebagai berikut:

01 Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan;

02 Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan;

03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Pemukiman;

11 Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup; dst

Entitas Perangkat Daerah yang menilai; diisi Kode Pemerintah Daerah
atau Perangkat Daerah yang menilai sebagai contoh: 62.02 Pemerintah

Kabupaten Kotawaringin Timur; 2.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah

Nomor urut risiko; diisi dengan nomor urut risiko
Kode; diisi gabungan semua isian 1 s.d 5
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Vi. Form 6
CONTOH FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemerintah Daerah
Nama Perangkat Daerah
Tahun Penilaian

Periode vang dinilai

Urusan Pemerintahan

Indikator| Risiko Sebab Dampak
No| Tujuan/Sasaran| Kinerja Cc/u
Strategis c
Uraian Kode | Pemilik Uraian g Sumber Uraian " Pihak yang
Risiko 1% ‘ Terkena
a b c d pS f g ! h i j k
i

Tujuan Strategis
Pemerintah

Dacrah 1:

Sasaran ]

[ SR SO USSR (NSNS SO

e
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Keterangan pengisian Form 6:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d disi dengan uraian peristiwayang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, Pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola
risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko
bisa dikategorikan kedalam: Man,Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom I disi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak
mampu mengendalikan risiko

Kolom j disi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah
identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan kedalam : Keuangan,Kinerja, Reputasi dan
Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar - benar terjadi



Vil. Form 7

Tahun Penilsian
Periodde vang dinilai

Tujuan Strategis

Nawma Pemerintah Dacrah

Nama Perangkat Dacrah

Urusan Pemerintahan

a b

1 Tujuan:

No Tujuan/Sasaran
Strategis

Sasaran Strategis

if‘cmngkm Dacrah:

Indikator
Kinorja

c
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Uralan

CONTOH FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

[ESE—

Torkena

T Scbab ST 7T Dampak
Pemilik Uralan Sumber C/UC Uraian  Pihak yang
B g h i '




.

Form 8
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CORTOH FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Perangkat Daerah

Tahun Penilaian 20XX

Tujuan Strategis
Perangkat Dacrah

Urusun Pemerintahan

Nama Pemenintah daerah

Periode vang dinilai 20XX

Indikator Risiko Scbab*) | | Dampak**)
No Kegiatan | Keluaran | c/uc |
i | : E Tahap Uraian Kode | Pemilik " "Uralan "Sumber Uraian |Pihak yang
' Risiko Terkena
a b e d e R g h 1 j k 1
. ] N ]




IX. Form 9

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

ol

| No.:

“Risiko”™ yang
Teridentifikasi

a B
vafkls'lkovstrateglé '
1!

e

2i
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FORMULIR HASIL ANALISIS RISIKO

' Analisis Risiko

e e e

Kode !
Risiko

Skala

1

}

Kemungkinan*) © Risiko
R

Skala

4

‘Risiko Strategis
Perangkat Dacrah 1:

NI S

i
i

bl Wl

" UIRisiko Operasional
Perangkat Daerah 1:

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai Form 6 dan Form

7 kolom d

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai Form 6 dan Form 7 kolom e

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-

rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala
kemungkinan



X. Form 10

Nama Pemda
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FORMULIR KERTAS KERJA PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan
) " Kode Uraian E { Rencana Pemillk/ | Target Waktu
No Risiko Prioritas : Risiko Pengendalian x Celah g Tindak Penang-gung Penyelesaian
! yang Sudah Ada ') Pengendalian ‘ Pengendalian Jawab
a b c d e f g h
" IRisiko Strategls = | o o , T R
1 o ] - z -
IT Risiko Strategis
i —r B ) ; - SR
4 i b
II Risiko Operasional v‘
i
Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko
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Kolom d diisi dengan uraian pengendalian yang sudah ada/terpasang, agar diungkap tidak hanya nama SOP
nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan alsan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang

teridentifikasi.

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan.

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas.

(4) Kebiajakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolonm f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
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XI. Form 11
CONTOH PENGKOMUNIKASIAR PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
Peiiim Pomda i
Tahun Penflaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan
No.| Kegiatan Pengendalfan Modia/Bentuk Peayedia Penerima Roncana Realisasi Keterangan
yang Dibutuhkan Sarana Informasi Informasi Waktu Walktu
Pengkomunikasian Pelaksanaan Pelaksanaan —]
a ¢ d ° L § h 1

129}

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk sarana Pengkomunikasian




Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu pelaksanaan

Kolom h diisi dengan keterangan Tambahan
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Contoh Rancangan Pemantauan Risiko atas Pengendalian Intern

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

Bentuk/Metode Realisasi
No Keg;a;;:ult’:glg‘:::dalian pemantauan yang :ee:la;‘r:lgtil:‘r;iiawab \;ai::; t;:;l::sanaan Waktu WestarEpH
ya diperlukan Pelaksanaan
a b c d e F g
1
2
3
4
Dst.
Keterangan:

kolom a diisi dengan nomor urut

kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan




